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.  bahwa dengan telah dltetapkannya Peraturan Daerah
o ‘ :Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang |
g _ Badan Usaha Milik Desa, maka perlu ditetapkan
' .?etunjuk Pelé.ksanaahnya; — -
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimand
'~ dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015
tentang Badan Usaha Milik Desa; - . | o
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang -
‘Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam -

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

'~ Indonesia Nomor 5234}); »
.vUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

" Indonesia Nomor 5495};




Menetapkan_

v.4."ﬂ“Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

" Pemerintahan  Daerah (Lembaran ‘Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
| 'sebagalmana telah diubah beberapa ‘kali terakhir
' "dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
-_Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran L

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
‘Tambahan Lembaran - Negara Repubhk Indonesia

" Nomor 5679);

5;‘_:"Peraturan Pemermtah Nomor 43 ’I‘ahun 2014 tentang
- Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6
- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
. indonesia"l‘ahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
" Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Péméﬁntah Nomor 47
“Tahun 2015 tentang  Perubahan atas Peraturan
" Pemérintah Nomor 43 Tahun 2014 téntang Peraturan

" Pelaksana Undang-Uﬁdang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

~ Republik Indonesia Nomor 57 17);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
- Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahuh 2015
R .téntang Pendirian, Pengurusan ‘dan Pengelolaan; dan
* Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10
~ Tahun 2015 tentang‘ Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Daei‘ah Kabupaten Karanganyar Tahﬁn 2015

‘Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
‘Karanganyar Nomor 35); -

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN " DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 10 TAI—IUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA.



 BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1L |
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
Pemermtah ‘Daerah adalah Bupati sebaga1 unsur

penyelenggara Pemenntahan Daerah yang memimpin.

| pelaksanaan urusan pemenntahan yang men_]adl'
'kewenangan daerah otonom. ' |
'Bupatx adalah Bupatt Karanganyar

Camat adalah Kepala Kecamatan di wﬂayah yang»

berada di bawah dan betanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretans Daerah v

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan,
kepentmgan masyarakat = setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak
t'br#adisi‘onal/v yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Késatuan Republik Indonesia.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan i
‘pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat“

~dalam sistem Pemermtahan Negara Kesatuan Republik

Indones1a

| Pemenntah Desa adalah Kepala Desa dlbantu perangkat‘

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang -

‘mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya = dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah -
Daerah. ‘ '
Badan Pennusyawaratan Desa yang selanjutnya
dlsmgkat BPD adalah lembaga yang ‘melaksanakan

~ fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis.




10

Badan Usaha M1hk Desa yang selan_]utnya dlsebut BUM ‘:l"f}
Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebaglan
besar modalnya dmnhkl oleh Desa melalm penyertaan ;;i»g,;.v;,_'j"}:i-:".
B ':::}:secara langsung yang berasal dan kekayaan Desa yang “

: dlplsahkan guna mengelola aset Jasa peIayanan, . dan
“isahs. lainnya untuk sebesar~besamya kesejahteraan;j}

"{‘;ff"masyarakatDesa o B
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang :
R selanjutnya dlsebut APB Desa adalah rencana keuangan o
tahunan Pemenntahan Desa o

5’512.

Penyelenggaraan Pemermtahan Desa adalah seluruh‘ v

proses ‘ keglatan manaJemen : pemenntahan dan

pembangunan Desa ‘berdasarkan - kewenangan Desa:j}_;’: -

yang ada mehputl perencanaan, penetapan kebuakan, g

L Pelaksanaan, . pengoordinasian, Pengawasan," "

o Pengendahan, ,'pemblayaan’ | koordmam pelestanan’ B
:_»pen}’empumaa‘n dan Pengembangannya o | |
o 13 Peraturan Desa adalah peraturan perundang_un dangan": ,i
-, yang dltetapkan oleh Kepa.la Desa setelah dlbahas danf'

| dlsepakatx bersama BPD
- | ,»‘.dltetapkan 2 (dua) atau leblh Kepala Desa dan bers1fat'
15.
 Desa yang bersifat konknt mdlwdual dan final.
16

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang s

Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepa.la:'f-:a:

. N Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang’
S 35f-?vdukut1 oleh BPD Pemenntah Desa, dan . unsur"’
el masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang

o 2‘,v"‘v,.v_bers1fat strategls dalam penyelenggaraan Pemenntahanf‘ A

o Desa. -

171
- o Pelaksana Operasmnal
18

Pengelola BUM Desa adalah Penasehat Pengawas, ‘danv”:

| "Penasehat adalah organ pengelola BUM Desa yang
o | fjbertugas - membenkan na31hat kepada Pelaksana
N | : - -Operasmnal dalam menjalankan keglatan pengurusan
B idan pengelolaan BUM Desa : ' |




| 19. Pengawas adalah organ pengelola BUM Desa yang
bertugas melakukan pengawasan terhadap kmer_;a -
| Pelaksana Operasmnal dalam menjalankan keglatan
pengurusan dan pengelolaan BUM Desa. -
20. Pelaksana :Operasionél adalah organ pengelola BUM
| Desa yang bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa |
" sesuai dengan AD/ART BUM Desa.
‘2‘1. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan
. perseorangan di luar Pemerintahan Desa. L
22.Anggaran V_DaLs‘ar dan Anggaran Rumah Tangga yang
. iselanjutnya" disingkat AD /ART adalah ketentuan dasar
dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang

mencerminkan aspirasi, visi, dan misi.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2 -
endman -BUM  Desa dlmaksudkan sebagau upaya}:_[
menampung seluruh keglatan di b1dang ekonomi dan/atau

pelayanan umum yang dlkelola oleh Desa dan/atau kerja
' sama antar Desa

: " Pasal3
~ Pendirian BUM Desa bertujuan:
v “ a. meningkatkan perekonomian Desa; ,
b mengophmalkan aset Desa agar bermanfaat untuk -
,kese.]ahteraan Desa; . |

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan .
~ potensi ekonomi Desa, serta memngkatkan pendapata.n ,
B masyarakat dan Desa; L ' v
d. mengembangkan rencana. kerja sama usaha antar desa’ .
dan/atau dengan pihak ketiga;

e menc1ptakan peluang dan Janngan pasar yang
: - mendukung kebutuhan layanan umum warga;
{. membuka lapangan ketja, . .
-2 memngkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
' perbaikan‘; pelayanan ;ﬁmum, pertumbuhan, dan

- pemerataan ekonomi Desa; dan




h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa “dan
pendapatan asli Desa

v Pasal 4
(1) Pendirian BUM Desa - mempertimbangkan inisiatif
Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa.
(2) Pendirian BUM Desa disepakati melalui MusyaWarah :

Desa.

Pasal 5

(1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam

rangka pendman BUM Desa. ,

(2) Musyawarah Desa sebagaunana dlmaksud pada ayat (1) :
- membahas mengena1 ' v

a. kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya

' masyarakat;

L

sumber daya alam di Desa;
c. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM
Desa;

jenis usaha BUM Desa,

modal usaha BUM Desa;

AD/ART BUM Desa; dan

penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam

‘qn ™o .@7

bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang
diserahkan untuk dikelola ~sebagai bagian dari
 usaha BUM Desa. | -
(3) Hasil ""MusyaWarah. Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat: ' '
- a. menyetujul pendman BUM Desa; atau
b. menolak pendirian BUM Desa.
v : Pasal 6 '
(lv) Dalam hal hasil Musyawarah Desa menyetujui
pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam
" Pasal 5 ayat (3) huruf a, Séianjutnya Kepala Desa ‘
- membentuk Tim untuk vmer'u‘rhuskan pendirian BUM

Desa.




(2) T1m sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mempunya&"
' tugas sebagaJ benkut SR e
a menentukan Jenls usaha BUM Desa;"v‘ o
‘ o ‘_b.‘“menentukan modal BUM Desa, o |
e ‘merumuskan AD /ART BUM Desa;

S menyxapkan rancangan Peraturan Desa tentang e

: ,;_','“Pendman BUM Desa dan 5 e B o

Pasal 7

' »‘_ Dalam melaksanakan tugasnya, T1m sebagmmanaf»

dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampalkan hasil v'

P | vpelaksanaan tugasnya dalam pers1apan pendman BUM -
; L _v}Desa kepada Kepala Desa dan BPD I ’

Pasal 8

»7(1) Desa dapat _ mendmkan BUM Desa berdasarkanr}; }-

Peraturan Desa tentang Pendman BUM Desa yang} B
dtbahas dan dzsepakatx bersama Kepala Desa dan BPD |

-’;jv'}‘v(2) Peraturan Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)‘_;: .

pahng sedxklt memuat L
- a nama dan tempat kedudukan BUM Desa
"b.f"maksud dan tujuan, R

© ¢ modal dan j jenis usaha

. "‘],'d."',.kepengurusan dan orgamsas1 mehputl persyaratan' .

e ;»dan mekamsme pengangkatan

T ;"'v‘e“; ’ tata cara penggunaan dan pembagxan keuntungan,)ff“'-:

o fpembubaranBUM Desa

Pasal 9

._b’(l)‘"Dalam rangka kerja sama antar—Desa dan pelayanan‘:';i"'ﬂ?v:.

'. fusaha antar—Desa dapat dlbentuk BUM Desa bersamavr'ﬂ.f_[.

o :.Vyang merupakan mlhk 2 (dua) Desa atau leblh

- -(2)[Pend1r1an BUM Desa ‘ bersama sebagalmana

_'v‘dlmaksud pada aYat e dlsepakau melalull’»v c

Musyawarah a.ntar-Desa yang d1fas111tasx oleh Badanf:.:::‘ :

Ker_] a Sama Antar Desa, terdln atas
b anggota BPD -



- 1émbaga kemasyarakatan Desa; _
,‘ d. lembaga Desa lamnya, dan |
- e. tokoh masyarakat dengan mempertlmbangkan
| ‘keadilan gender.
(3) BUM Desa bersama dltetapkan dalam Peraturan
Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa
| ‘bersama. : , =
‘ : - 4) Keténtuan 'mengenéiu' pendirian 'BUM Desé.
L Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berlaku secara  mutatis mutandrs | terhadap'
- pendirian BUM Desé
- - BABIII |
PENYUSUNAN AD/ART BUM DESA |
A : , - Pasal 10
. (1) Rancangan AD/ART BUM Desa dlsusun oleh Tnn
: - sebagannana dimaksud dalam Pasal 6, serta dibahas
dan ~disepakati dalam Musyawarah Desa mengenai
Pendirian BUM Desa.
~ (2) Ketentuan mengenai format AD/ART BUM _Deéa
~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
- Lampiran Peraturan Bupati ini. | ' |

| BAB IV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

(1) Perubahan AD/ART BUM Desa dllakukan dalam
Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1)
d1had1r1 paling sedikit 2/3 (dua per txga) dari Jumlah '
peserta yang diundang.

~ (3) Apabila Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
~ayat (1) t1dak mencapai mufakat, maka pengambﬂan
keputusan berdasarkan suara terbanyak




. dalam Pasal 11 dllakukan karena

an pengembangan dan Pengurangan Umt Usaha

Pasal 12

B ,Perubahaan AD/ AR’I‘ BUM Desa sebagaxmana dlmaksudff};

:‘} penambahan dan Pengurangan Modal
perubahan Jenls Usaha, dan . .’ '
. tuntutan untuk dllakukan perubahan

s; o o pf_-

Pasal 13

| "_Perubahan AD/ART BUM Desa sebagalmana dlmaksud -
dalam Pasal 11 yang telah dlsepakatl dltetapkan dengan

S Peraturan Desa

RS BABV e
| KEPENGURUSAN BUM DESA

Pasal 14

o g (1) Susunan pengurus BUM Desa terdm atas Pelaksana’:f

v operasmnal dan Pengawas, yang dltetapkan dengan‘;{' :;_j;;.:,

Keputusan Kepa.la Desa

e (2) Rekrutmen pengurus BUM Desa dﬂaksanakan oleh Tlm

Perumus pendman BUM Desa dengan tahapan sebagm"fv:f :

benkut S
. a s031allsaS1 kepada masyarakat
b pendaftaran, TR
| c». u31 kelayakan dan kepatutan
v d pelantlkan S -
|   j (3) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaunana dlmaksud | o

pada ayat (2} huruf c, d11akukan dalam bentuk ujlanﬂ":

tertuhs dan/ atau penyampalan visi dan m1s1

N (4) Penyampalan visi dan m1s1 sebagalmana dunaksud pada f} :

‘ ayat (3) dllaksanakan da.lam forum Musyawarah Desa. o

(5) Mekamsme u_]1 kelayakan dan kepatutan sebagalmanaf"““’f o

dlmaksud pada ayat (3) dltetapkan dalam AD/ARTr’_~

BUM Desa



: Pasal 15 . o
Dalam ha.l texjadx kekosongan Jabatan pengurus BUM Desa, |

dalam pelaksanaan kewenangan, tugas, dan kewa_]lban o

dalam pengelolaan BUM Desa dapat dxtun_]uk Pelaksana
Tugas dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
PENYERTAAN MODAL BUM DESA

Pasal 16

(1) :Penyertaan Modal BUM Desa yang berasal dan Desa
. 'dltuangkan dalam APBDesa. , B
(2) “Penyertaan modal BUM Desa sebagmmana dimaksud
- pada ayat (1) d1ber1kan dengan memperhahkan
kemampuan keuangan Desa, status Desa, dan/ atan

~ kondisi perkembangan usaha BUM Desa. o
(3) '}}Ketentuan lebih lan_;ut mengenai besaran penyertaan
- modal BUM Desa sebagalmana dlmaksud pada ‘
_fjayat (1) dltetapkan dengan Peraturan Desa.

o BAB VII B
ALOKASI PEMBAGIAN HASIL USAHA
. . : Pé.sél 17 .
Pembagxan ha.sﬂ usaha dan pendapatan BUMDes,
dilakukan dengan ketentuan sebagaz benkut

a. berdasarkan prosentase kontnbum penyertaan modal

dari hasil pendapatan netto;
b. dengan prinsip kerja sama dan salmg menguntungkan

c. prosentase dan pemanfaatannya ‘ditetapkan dalam

AD/ART BUM Desa.

o - Pasal 18 . e
(1) 'Pﬂemb'agian‘vﬁasvil uséha dari Pendapatan BUM Desa
| _ 's'eb‘agaimana dimaksud dalam Pasal 17 setelah
'vdlpotong pajak dapat d1bag1 untuk hal—hal sebaga1

' f“}berlkut . ’ :
- a. Pemerintah Desa ‘dan pemilik modal yang lain
~ paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan palmg
‘banyak 40% (empat puluh persen),



@

E

@

)

b. Cadangan umum pahng sedikit 5% (lima persen).
dan paling banyak 15% (lima belas persen); "

- C. Cadangan tujuan paling sedikit 5% (lima persen) '

dan paling banyak 15% (lima belas persen),
d. Dana kesejahteraan pegawai paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dan paling banyak 20% {dua

puluh persen};

~e. Jasa produksi paling sedikit 10% (sepuluh persen) _

dan paling banyak 20% (dua puluh persen);
f. Tanggung jawab sosial perusahaan paling sedikit
2,5% (dua setengah persen) palmg banyak 10%
(sepuluh persen); ‘
g. Dana pembinaan paling banyak 5% (lima persen);
dan | ,
h. Bonus Prestasi paling banyak 5% (lima persen). |
Bagian laba untuk Pemerintah Desa dan pemlhk
modal yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, pembagiannya didasarkan pada besarnya
proporsi 'inodai yang disetor dan bagian laba untuk

Pemerintah Desa sebagai Pemilik Modal dianggarkan

dalam ayat penerimaan APBDesa Tahun Anggaran

berikutnya.

‘Cadangan umum sebagaimana dimaksud pé‘id‘a

ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk menutup
kerugian yang mungkin terjadi pada BUM Desa atau

untuk membentuk unit usaha baru, dan ditetapkan

oleh Pelaksana Operasional setelah mendapat
pertimbangan Pengawas dan persetujuan Penasehat.

Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk peningkatan

~ kinerja BUM Desa dan ditetapkan oleh Pelaksana

Operas1onal setelah mendapat  pertimbangan
Pengawas dan persetujuan Penasehat.

Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, dipérgunakan untuk kesejahteraan'
Pelaksana'Operasional, Pengurus, dan Karyawan.




- (6) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
| huruf e, diperguhakan untuk pemberian jasa bagi
Penasehat, Pengawas, Pelaksana “OperaSional ,
'Pengurus dan Karyawan yang dltetapkan ~oleh
Pelaksana  Operasional setelah mendapatkan
pertimbangan Pengawas. | |

(7) Dana tanggung ]awab sosial perusahaan sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) huruf f, dlpergunakan untuk = -

dana sosial dan se_]emsnya

= {8) Dana Pembmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dipergunakan untuk meningkatkan kapasuas
dan kapabilitas Pelaksana Operasional.

'(9) Bonus Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h, dlukur berdasarkan capaian target usaha '
BUM Desa, yang dltetapkan berdasarkan hasil
vm-tisyawarah desa. | .

'BABVII :
- LAPORAN PENGELOLAAN BUMDESA

, Pasal 19
. (1) Pengelolaan kegiatan BUM Desa harus dzlakukan secara

transparan, dapat dlketahux, diikuti, dlpantau, diawasi,
~ dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa secara luas.
(2) Pelaksana Operaéidnal wajib menyampaikan laporan
, pertanggungjawaban. .
{3) Laporan pertanggung]awaban pelaksanaan sebagaimana
- dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
a. Laporan perkembangan berkala; dan
b. Laporan tahunan. |

_ | Pasal 20 _
(1) Laporan pefkembangan berkala sebagaimana dimaksud
| dalain Pasal 19 ayaf: (3) huruf a, memuat perkembangan
‘unit usaha Desa, jumlah penerimaan, jumlah
pengeluaran yang dxlaksanakan selama 1 V(Satu)
triwulan. | I
{2) Laporan perkembangan berkala sebagannana dimaksud
~ pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaksana Operasional
kepada Kepala Desa selaku Penasehat.




(1)

)]

Pasal 21
Laporan pertanggun.awaban tahunan sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b disampaikan
Pelaksa.na Operasional kepada Kepala Desa selaku
Penasehat pallng Iambat 3 (nga) bulan terhltung setelah .

akhir tahun buku.

Laporan pertanggungiawaban tahunan sebagaimana

, ‘dlmaksud pada ayat (1), dlsampalkan pada pada forum

rapat Desa, yang dihadiri oleh BPD, Unsur Pemerintah :
Desa, Perwakﬂan Tokoh Masyarakat dan disaksikan

: oleh Camat.

)

Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagalmana |
d1maksud pada ayat (1), memuat :
a. neraca rug1 laba BUM Desa, dan

~ b. perkembangan aset BUM Desa.

(4)

)

Laporan pertanggung;awaban tahunan sebagaumana
dimaksud pada ayat (1), dltandangam oleh Pelaksana .
Operasmnal dan semua anggota Pengawas ‘ |
Dalam hal Pelaksana Operasional dan semua anggota

Pengawas tidak menandatangam Laporan

‘ 'Pertanggung}awaban tahunan sebagaimana dimaksud .v

)

pada ayat (4) Wa_]lb menyampmkan alasan yang sah

secara tertulis.

. Pasal 22 : v
Berkaitan dengan Laporan Pertanggungawaban BUM
Desa berlaku secara mutatis mutandis pada BUM Desa

. Bersama.

(2)

Laporan Pertanggung]‘awaban BUM Desa B}ersama v

| sebagaimaria‘ ‘dimaksud pada ayat (1) disusun oleh

Pelaksana Operasional dan dilaporkan pada Badan

- Kerjasama Antar Desa yang akan dlsampalkan pada

* forum musyawarah antar Desa.

(1)

- BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal23
BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum

Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan
kegiatannya. ' ‘




e '(2) BUM Desa atau sebutan 1a1n sebagalmana dlmaksud
| pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan
ketentuan Peraturan Bupatl ini paling lama 1 (satu)
 tahun terhltung | se_]ak Peraturan Bupatl 1m_‘7
S dlundangkan : ' o
S (3) Segala bentuk keglatan usaha yang dlkelola Pemenntah =
o Desa sebelum diberlakukannya Peraturan Bupat1 1n1 -
‘ dapat dltetapkan sebaga1 keglatan BUM Desa L '

BAB X ’
: PENUTUP,

‘ : Pasal 24 , o
. Pada saat Peraturan Bupati m1 mulai berlaku, maka
~ Peraturan Bupati Nomor 31 ‘Tahun 2011 tentang Petunjuk =~
_ Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
- Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Dan
 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Benta Daerah
- . Kabupaten . Karanganyar Tahun 2011 Nomor 31), dlcabut o
- dan dmyatakan tldak berlaku o .

Lo L - Pasa125 :
e Peraturan Bupau ini mula1 berlaku Se_]ak tangg al' o
- }j’dlundangkan e | .
Agar setiap orang mengetahumya, " memerintahkan
‘.v,*.pengundangan ‘Peraturan ~ Bupati ini  dengan
S penempatannya dalamv Berita - vDaerah a Kabupaten -
‘Karanganyar [ L

| -bv'Dltetapkan d1 Karanganyar x
_pada tanggal /9 w,, o’(ﬂ/

| - BUPATI KARANGANYAR,
wa | | ‘
o JULIYATMONO L
_-;:;E‘Dlundangkan di Karanganyar e

 padatanggal (0 wan d\QZﬁ S
~ Pj. SEKRETARIS DAE RAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

f'f'if.,f‘if"SUTARNo TR | AU o
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN J\ﬂ /g NOMOR / dg o
‘ = sua1 dengan ashnya o ” T '
TA BIAT DAERAH KABUPA EN KARANGANYAR -
AL Hukum . o L

o
i)l .
A(DIDH, SH.
199903 1 009

\’




T TR S -"LAMPIRAN e
- .~ PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
~ 'NOMOR -
TENTANG -

'PETUNJUK PELAKSANAAN 'PERATURAN o
' DAERAH ~ KABUPATEN KARANGANYAR

~ NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG BADAN*: =

| USAHAMILIKDESA. o
FORMAT AD /AR’I‘ BUM DESA B

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

Aiamat

- ANGGARANDASAR
AR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) S
o DESA%:'.»..‘;.-"L;’...‘.'.. KECAMATAN ...'...-....';..'._....;..‘KABUPATEN KARANGANYAR

: PENDIRIAN NAMA JANGKA WAKTU PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN
’ Pasal 1 ‘
- (1) Pemermtah Desa ....... mendmkan Badan Usaha M111k Desa dalam»i o
’ upaya menlngkatkan pendapatan masyarakat Desa sesual dengan’ _: -

8 kebutuhan dan poten31 Desa o

(3) BUMDesa 1n1 d1d1r1kan untuk Jangka waktu yang tldak terbatas 1amanya |
“dan berdm pada tanggal ..;L..;,_; ........... . ‘ e

(2) Badan 1n1 bernama Badan Usaha Mlhk Desa dlsmgkat (BUM Desa)

(4) BUMDesa ini berkedudukan d1 Desa e Kecamatan -

Kabupaten Karanganyar

~ BaBD
S LOGO DAN ARTI
| Pasal 2 '

- /" bentuk logo
’ disesuaikan '
 dengan S
karakter masmg- -
“masing . e
BUM Desa




- ,BADAN_USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

Alamat

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

| BAB III
' BENTUK DAN SIFAT
' Pasal3

. BUMDesa ini berbentuk badan usaha yang merupakan mlhk Pemermtah Desa B
Kecamatan ceivveeennen rrens Kabupaten .........coueeuse -

BUMDesa ini bersxfat mengelola potensx dan aset desa dan mengembangkan

: ‘perekonomlan desa yang menguntungkan

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN
. Pasal5 |
: Maksud pendman BUM Desa teeeeererratneeeenenananes adalah mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Desa .......ccceeeeee. “melalui usaha pengembangan

usaha ekonomi produktif mdustn, penkanan dan pertaruan dan perkebunan
serta sektor Iamnya v

Pasal6

Tujuan BUM DeSa covvueeniinveiieaneennns yaltu
a. meningkatkan Perekonomian Desa; .
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- ¢.. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolahan potensi ekonomi
Desa;:
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan /atau dengan
pihak ketiga; . :
e. menciptakan peluang dan Janngan pasar yang mendukung kebutuhan
layanan umum warga;
- membuka lapangan kerja; '
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan
~ umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
h. 'memngkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan ASll Desa

T




BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

A!amat

BABV
,. MODAL o
.':,,j. ,,Pasaj7 "11; :

L »“;-2_(1) Penyertaan modal Desa yang dlanggarkan dalam APBDes dan dltetapkan o

dengan Peraturan Desa

L (2) Penyertaan modal dari masyarakat secara perseorangan maupun secara‘._ i

- ; berkelompok dan atau lembaga Iam yang dlben jasa sesual dengan

: kesepakata.n antara BUMDesa dengan plhak yang bersangkutan S

R (3) Pemupukan Modal yang dlsls1hkan dar1 sisa hasﬂ usaha

(4) ] Hlbah atau bantuan dan plhak manapun yang tldak menglkat
- “,_jv(5) Modal BUMDesa dapat Juga dlperoleh dan

e as Bantuan Pemenntah Kabupaten, R

- b 'Bantuan Pemenntah Prov1n31
- c v:ijantuan Pemenntah Pusat
v d ijaman yang sah
e. Slmpanan Masyarakat
 BaBv .
KEGIATAN USAHA
- Pasal 8

) then'i's;kég'iétaﬁv‘usaha;vBUMDe'}s‘a meliﬁuﬁ antara lamumt }usa‘ha»: | i

PV S
~boo Cerereerrieaeiaans
SRS S
e b
| BABVIT
PEMBAGIAN HASIL USAHA -
Pasal 9 |

(1) Hasﬂ usaha dan pendapatan BUMDesa dltetapkan berdasarkan R

prosentase dan hasil laba bers:h dengan berpedoman kepada prinsip

ker_]asama yang salmg menguntungkan R



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

"~ Alamat:

s : =

(2) Pembaglan Hasﬂ Usaha set.lap “akhir tahun bersamaan dengan LPJ
dengan pembaglan sebagai benkut

Pemenntah Desa sebesar .... % (.......... persen);

Cadangan umum .... % (cormmmennnnnnnn persen);

Cadangan tujuan .. e % (ceveerereeneen. persen), '

. Dana kesejahteraan pegawa1 Y PO persen);

Jasa Produksi .... % (ceevereeeerennn. persen);

Tanggung jawab sosial perusahaan .... % ( ..... persen);

Dana pembinaan .... % {................ persen); dan

s m o me om0 f

. Bonus Prestasi .... % {................ persen).

" BABVII
- STRUKTUR ORGANISASI
| | | . Pasal10
(1) Orgainisasi BUMDesa berada di luaif struktur organisasi Pemerintah Desa
(2) Susunan struktur BUMDesa disesuaikan dengan kebutuhan desa.
(3) Kebgakan untuk pengembangan umt usaha dari BUMDesa dltetapkan
oleh Pelaksana Operasmnal ’

BAB IX
| o SANKSI

(1) Sank51 kepengurusan o ‘ . o ,
Apabila pengurus terdapat penylmpangan , seperti ketjdakjuj_;iran,
kedisiplinan, dan hal-hal yang meruglkan BUMDesa akan mendapatv surat N
penngatan satu, dua, tlga dan apabila ma31h melakukan kesalahan dan
pelanggaran dlteruskan surat pemutusan hubungan kerja {(PHK). v

(2) Sankm pihak luar , ,
Apablla terdapat penyimpangan yang menjurus ke tindakan krnmnal
seperti pencunan, pengrusakan akan dxkenakan sankm sesuai denganv
Undang—undang yang | berlaku '
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BAB X
PELAPORAN
Pasal 12

{1) Pada t1ap akh1r bulan pengurus BUMDesa harus membuat laporan yang
. ,} mehpuﬁ ‘ L ' ‘
j a Neraca |
b Laba rug1 R
o v c Perubahanmodal , S S
{2) Laporan Pertanggung]awaban keuangan dladakan palmg lambat akh1r
~_ bulan Januari tahun berikutnya. . : |
-' (3) Pengurus BUMDesa membenkan Laporan Pertanggung J awaban (LPJ)
kepada Penas:hat setxap akhn' Tahun tutup buku ‘
. BABXI -
. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR L
| __.Pasal 13 - |

o .?_‘Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat du'ubah oleh musyawarah BUMDesa -
’ ’bersarna Penamhat dan Badan Pengawas |
R BAB XH
' KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 14 o

N Hal hal yang belum dltentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini dltentukan
o v'dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) |



o :’ANGGARAN DASAR

*: '5": 5 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)

:,‘;,'}"KECAMATAN i

oooooooooooooooooooooooooo D

S v:‘KABUPATEN KARANGANYAR

| PENASHAT

v =

. DIREKTUR -

Y

BADAN PENGAWAS

..................

| SEKRETARIS

MANAG ER UN IT

R 2

USAHA

| MANAGERUNIT

MANAGER UNIT
USAHA

' BENDAHARA

" MANAGER UNIT
1 usaHA




BADAN USAHA MlLlK DESA (BUMDesa)

Alamat

= ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)

~ DESA.. '.;.:.‘.1 ...... KECAMATAN SRR KABUPATEN KARANGANYAR o

o BAB T
TATA KERJA KEPENGURUSAN
o Pasal 1

oo v,,(l) Struktur orgamsasx BUMDesa 1n1 terdm darl Penasmat Dewan Pengawas S

v dan Pelaksana Operasxonal |
,ﬁ:'(z) Pelaksana Operasmnal sekurang - kurangnya terdm seorang Dlrektur ,
o sekretarls dan bendahara S : : B

BAB 0
PENASIHAT
Pasal 2

S ’;;_..,(1)'péﬁ;l;fﬂqéé‘, ABUMD‘_e‘:sé; :’dﬁabat f,;;‘?fg,'e;;araf Cex fofﬁcio' oleh Kepala

o (2) Penas1hat sebagalmana d1maksud pada ayat (1) berkewajlban

. a. membenkan nasmat kepada pelaksana Operasmnal dalam .-
- .melaksanakan pengelolaan BUM Desa; | REEIRE |
b.. membenkan saran dan pendapat mengena1 masalah yang d1anggap L
. ff'pentmg bagl pengelolaan BUM Desa; dan : e
"‘? c. mengendahkan pelaksanaan keglatan pengelolaan BUM Desa E o

 ’_ 3 (3) Penas1hat sebagalmana d1maksud pada ayat (1) berwenang

a memmta penjelasan dan Pelaksana Operasmnal mengena1 persoalan R

yang menyangkut pengelolaan usaha Desa, dan Coe
b mehndung1 usaha Desa terhadap hal hal yang dapat menurunkan Lo |
| kmelj]a BUM Desa st ' ’ '



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

Alamai B
R | BAB m
. : pELAKSANA OPERASIONAL
e | PasalS ..
(1) Pemxhhan Pelaksana Operas1onal untuk pertama kah dllaksanakan-‘;,” : -
B melalul u_n kelayakan dan kepatutan dan dltetapkan dengan Keputusan} . o
: ‘KepalaDesa o ‘ o o v : 2T
@ Yang dapat dlplhh menJadl Pelaksana Operaswnal BUMDesa o o
‘ “....: ..... adalah mereka yang memenuh1 syarat-syarat“_:
sebaga1 benkut “ ’ ' : : o

a. Mem111k1 31kap Ju_]ur ak’uf trampll dan berdedlka&u terhadap BUMDesa |

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

b Mempunyal wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan R

mengembangkan BUMDesa “.‘,.-,..-Q..,‘...‘..;........‘..,.‘ ......... o

(3) Pelaksana Operasmnal BUMDesa “” ‘daﬁat: o

- d1gant1 apablla :
_ Va.:' Menmggal Duma .
b Mengundurkan dm, e _
| c. F;Terbuktl melakukan penylmpangan pengelolaan BUMDesa,
d

.-Tldak ‘ mampu " memlmpm orgamsam  dan tldak . mampu:

B mengembangkan BUMDesa sesua1 dengan target atau tujuan yang* .

- vmgm d1capa1

o (4) Untuk mengml Pelaksana Operasmnal yang kosong sebelum habls masa o

baktmya, mekamsme pemlhhannya dllakukan melalul Musyawarah Desa

:’V'(S) Masa bakt1 Pelaksana Operas1onal BUMDesa ..... “

sampa.l berumur RS Tahun.

L .,‘:f‘}j_"(ﬁ) Pelaksana Operas1ona1 BUMDesa akan dlevalua81 setlap tahun untuk

mengukur kmerjanya apakah Rencana kexja yang dlbuat tercapa1 atau ’_ | o |

 tidak.



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

Alamat

K7 S

N o . BAB IV _ :
KEWAJ IBAN DAN HAK PELAKSANA OPERASIONAL
. ’ Pasal 4 ' o

(1) Pelaksana Operas1onal mempunym kewa_uban = L

' .._a.' Bertanggung Jawab dalam pengelolaan dan~ usaha BUMDesa‘

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

R N v'b;’jMenyelenggarakan pembukuan keuangan, mventans dan pencatatan — R

N N ipencatatan 1a1n yang dlanggap perlu secara tertlb dan teratur | e

o . Membuat rencana kexja, anggaran pendapatan ‘dan- pengeluaran .

| BUMDesa “..;.;».';..j.,.;.,.;.'..4.'...'.".'.‘..'.’;‘.‘..’... setlap ta.hun dan rencana keljav. AR

" ini harus dlevalua31 set1ap txga bulan sekah
: d‘.v’Memben pelayanan kepada anggota R
o e v":Memben pembmaan admmlstrasa dan manaJemen usaha anggota o
: f Menyelenggarakan Musyawarah Desa Pertanggung;awaban setlap akhlrft |

(2) Pelaksana Operas1onal mempunyal hak

o a Mengambﬂ keputusan yang dlpandang tepat dalam pengelolaani

BUMDesa dalam rangka mencapm tuJuan

b, : Memperoleh honor tetap setJap bulan dlsesualkan dengan besarnya .: -

L pendapatan BUMDesa ..,':.';.';‘.':.;;Z..’..’.'..'.‘.;’.7.','..'.'..';.'.;...f‘, ;;;; % dan pendapatan R

| 'perbulan atau sesuai standar upah mlmmum Kabupa.ten T TR

‘tahunan yang besarnya sudah dltentukan dalam Anggaran Dasar ini.

S C " Pelaksana Operasmnal mendapat baglan Sisa. Hasﬂ Usaha (SHU]“_ -

:-‘»'»-d‘:“Mempemleh tunlangan haﬁ raya Setlap tahun sekah yang besamya."’, G

maksunum 1 kah gajl satu bulan

':;le'. Pemberlan honor, SHU dan tunJangan han raya bag1 Pelaksana

R _f‘operaswnal dlsesualkan dengan klnerja serta keadaan keuangan., a
:.‘,‘_*BUMDesa B » | KRR
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Alamat

BAB V
TUGAS DAN TANGGUN G JAWAB PELAKSANA OPERASIONAL
' Pasal 5

(1) Dlrektur I

a.
b.

00

Memlmpm orgamsam BUMDesa

Melakukan pengendahan kegiatan BUMDesa _

Bertmdak atas nama lembaga untuk mengadakan perjajian kerjasama
dengan pihak ketlga dalam pengembangan usaha atau lain ~ lain
keglatan yang d1panda_ng perlu dilaksanakan. ' ,
Melaporkan keuangan BUMDesa setiap bulan kepada Penas1hat
BUMDesa '

.vMelaporkan keadaan keuangan BUMDesa setiap tnwulan melalui

Musyawarah Desa. ,

Melaporkan kinerja dan keadaan keuangan BUMDesa pada akhir
tahun_ melalui Musyawarah Desa Pertanggung]awaban Kmer_]a
éUMDesa. S

(2) Sekretans

a'

b
c.
d

Melaksanakan tugas kesekretansan untuk mendukung keglatan ketua.

. Melaksanakan administrasi umum Kkegiatan operasional BUMDesa.

Meiaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDesa.

. Bersama ketua meneliti keberiaran dari berkas — berkas pengajuan

’permohonan pmjaman pengecekan di lapangan (Dalam hal BUMDesa

Szmpan Pinjam).

. Bersama ketua dan: bendahara - membahas dan memutuskan

permohonan pinjaman yang layak direalisasi. (Dalam hal BUMDesa

. simpan pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan -

depbsito (Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan
kebutuhan). |

(3) Bendahara

a.

Menenma, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti — buku

yang sah.
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Alamat

b Membantu ketua dalam mebahas dan memutuskan permohonan

o -'Panaman yang layak d1rea11sas1kan (dalam hal BUMDesa umt usaha"‘: .

' _' : ‘ Slmpan Pm_]am)

.f'c‘.:_’jMelaporkan p03131 keuangan kepada ketua secara sxstema’as dapat‘ :

W | 'v»'kelayakan BUMDesa yang sesungguhnya R o ‘
o d. Mengeluarkan uang berdasarkan buktl - bukt1 yang sah

“evv.»v‘\ Mengatur hkuldltas sesua1 dengan keperluan

| ‘*vj'f:dlpertanggung]awabkan dan menujukan v kond131 keuangan dan T

£ Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetu_]uan dan K etua R

BAB VI SR
DEWAN PENGAWAS
Pasal 6

’ Pengawas dengan melalul mekamsme Musyawarah Desa T

(1) BUMDesa : “ dapat membentuk/memlhh Dewan':?v’”.".'iff}v;...".{'j )

. (2) Dewan Pengawas beljumlah ganpl dan sekurang kurangnya terdm dan 3 ) : -

(ttga) orang yang berasal dan tokoh masyarakat unsur perangkat desa S

maupun BPD

(3) Struktur Pengawas terdm dan Ketua, Sekretarls (merangkap anggota), dan -

. anggota

dalam anggaran dasar

(1) Pengawas mempunyal kewajlban

(4) Pengawas mendapat baglan SI—IU tahunan yang besa.rnya sudah dltentukan | o

o _a._ Membenkan masukan / saran dalam rangka menmgkatkan kmexjaj’:

f"'nPelaksana Operasmnal BUMDesa ...... ".-.....'.”. e

o Operasmnal BUMDesa E ey 'v : L
e Mencxptakan BUMDesa tetap sehat dan berkembang

(2) Pengawas mempunya; hak

:" a. Menenma laporan perkembangan keuangan dan BUMDesa -; e

bf,, Membantu penyelesman masalah yang dxhadapi oleh Pelaksana
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:'".}'f;b_.’.s:Memperoleh unformas1 dan BUMDesa terkalt dengan program -—f

o : ’program yang masuk '

e Mendapatkan gajl dan BUMDesa yang besarnya disesualkan dengan o

S »kemampuan BUMDesa _' B :
= , d. | Mendapatkan Dana Slsa I—Iasﬂ Usaha akhlr tahun
, BAB VII
OPERASIONAL BUMDESA
Pasal8 e

(1) Blaya - b1aya yang timbul aklbat keg1atan dan operasmnal BUMDesa

BUMDesa pada setlap bulannya

Ceeeieraeaeniostsenses ".‘.'.'”..;.’.;’."..'..“ dlambll dan hasﬂ pendapatan yang dlperoleh AR

(2) Pendapatan ,‘ Setlap bulan yang dlperoleh BUMDesa S

| _' - “ pengeluarannya dlatur sebagm berlkut RN
o a) Untuk Bxaya Operasmnal (Honor, :Alat tuhs kantor, » Rumah Tangga o

Kantor, _]asa smlpan pm_]am dll )

b) Pendapatan sebagalmana dlsebut dlatas adalah pendapatan danbzi“v

pengelola yang dxperoleh BUMDesa »,‘lf“.....‘.'.;.";..--....-.'.......'.'.........‘..'..“‘ |
termasuk pendapatan admlnlstra51 Jasa pendapatan bunga dan bank , R

: dan pendapatan lam lalnnya

. BABVII R
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal °

Forum pengambllan keputusan terdln dan SR ;: -

a Musyawarah Desa,..*':;';;';'.'.”..’.';-."...;), sebaga1 forum pengambﬂan keputusan'::’:_ o

fee v‘tertmggl forum ini dapat mermhh ‘dan’ memberhentlkan Pelaksana

Operaswnal BUMDesa maupun menetapkan pembubaran BUMDesa

i».f:’vab-jpenyelesalan terhadap penyelewengan dan hal - hal lain yang dapat'{fi:-""‘:'" :

“merugikan iembaga BUMDesa dlselesalkan dengan Musyawarah yang' L

- d1p1mp1n oleh Penas1hat dan dxhadln Dewan Pengawas dan Pelaksana

Operasmnal
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', c Rapat Tahunan, sebagl forum laporan pertanggung _]awaban Pelaksana “ i

Operaswnal dan penyusunan rencana strategls pengembangan BUMDesa

d Rapat Pelaksana Operasmnal sebag1 forum pengambﬂan keputusan untuk

menentukan kebljakan operasmnal pengelolaan dan pengembangan "

lembaga maupun usaha

BAB 1x
KEGIATAN USAHA
-~ Pasal 10

3

e ‘(1) Menyedlakan usaha peIayanan masyarakat dlsesualkan dengan kebutuhan :‘

o masyarakat Desa T

' (2) Melakukan usaha ekonom1 sesua1 dengan potenSI yang dmnhkx Desa"f ‘» )

..................

R (3) Membenkan pmjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutamaf{l- B |

RN ’. masyarakat n:uskm yang berpotens1 untuk mengembangkan usaha dan”

d1n11a1 Iayak untuk dlbenkan pln_]aman (Dalam hal BUMDesa szmpan " :

pmjam)

PaSall 1 A

Ll ( 1) Dana BUMDesa dapat dlgunakan untuk mengembangkan usaha yang n11a1v . B

prospektlf dan tldak meruglkan lembaga BUMDesa

- _(2) Status dana yang d1gunakan oleh BUMDesa untuk pengembangan uaaha

dltetapkan sebaga1 dana plnjaman yang harus dﬂcembahkan dalam bentuk s

o setoran keuntungan secara terjamm oleh pengelola unlt usaha BUMDesa:'»:'j :

| dan atau berdasarkan peljan_]lan kerjasama dengan plhak lain.

,(3) Bentuk usaha yang dlkembangkan BUMDesa antara lam dalaIn bentuk

(1) Usaha Sunpan PmJam (n) Pengelola unlt usaha sendm, (m) Kemltraan .' f

bagl hasﬂ

B .’,}.;‘.",(4) Umt saha yang d1ke101a sendm oleh BUMDesa berbentuk unit pengelolaf' S

sarana air bersih, Umt pengelolaan kios dan pasar desa, dan yang 1amnya» v
yang akan dlkembangkan d1 kemudlan han sesua1 dengan potens1 yang -

E f v (5) Usaha kemltraan BUMDesa adalah Kemltraan usaha dengan plhak ke— -
tlga dengan prm31p sahng menguntungkan o L
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- BAB X | R
| KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA o
o Pasal 12 | n

BUMDesa dapat membuat ker;]a sama dengan pxhak ketlga dengan ketentuan

- a. Apablla keljsama dlmaksud memerlukan Jarmnan harta benda yang

_ dmuhk1 atau dlkelola BUMDesa dan /atau mengak1batkan tnnbulnya .
e : hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetu_luan'

o ‘F'Dewan Pengawas dan Penasmat

5 b. ""Apablla kexjasama dlmaksud udak memerlukan _]amman harta benda yang‘ -;fv ; o ',
5, 'vdxrmhkx atau dlkelola BUMDesa dan/atau mengahbatkan ‘umbulnya‘;"f' B

-*hutang, maka rencana kexjasama tersebut cukup dlbentahukan secara‘f_’v

| v tertuhs kepada Dewan Pengawas dan Penasxhat

BAB XI
PEMBUKUAN
.Pasal 13 '

o (1) Pembukuan keglatan operasmnal usaha dllakukan dengan menggunakan»}, :,;;: o
s1stem Pembukuan keuangan standar (akuntans1) sepertl neraca rug1 / o

1aba buku bantu buku kas daftar mventans dan Iam lamnya sehmgga “ _. o

L mudah mengetahm perkembangan kond131 keuangan maupun kesehatan:v .;‘i » _ .

o BUMDesa S B
(2) Tahun pembukuan dxmulal tanggal 1 Januan 31 Desember
BAB xn o
PERTANGGUNGJAWABAN -
Pasal 14

(1) Pelaksana operasmnal atau dlrektur melaporkan pertanggung]awaban:
8 pelaksana BUM Desa kepada Penas1hat ST :

R s _(2) Penasmat melaporkan pertanggung}awaban BUM Desa kepada BPD dalam R

forum musyawarah desa '

N (3) Laporan pertanggung]awaban dﬁaksanakan setahun sekah selambat— S
 lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah berakhir tahun buku. |
o A (4) Laporan pertanggung}awaban dlmaksud palmg Sedlklt memuat

o a Laporan kmer]a pelaksana operasmnal selama 1 (satu) tahun | -
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b Kmel:}a usaha yang menyangkut reahsa31 keglatan usaha,v upaya
pengembangan, 1nd1kator keberhasﬂan =

" ¢. Laporan keuangan termasuk rencana pembaglan Iaba usaha RTINS

d. Rencana pengembangan usaha yang belum terahsa31

BAB XIII
KEPAILITAN
Pasal 15

(1) Keruglan yang d1alam1 BUM Desa menjadl beban BUM Desa e

(2) Dalam hal BUM ‘Desa tldak dapat menutup1 keruglan denganvaset dan PR

5 kekayaan yang d1m111k1nya dmyatakan rugi melalui musyawarah desa. .
(3) ‘Unit: -usaha BUM Desa ‘yang tidak dapat menutup1 keruglan dengan aset’

kekayaan yang d1m111k1nya, dmyatakan pa111t sesuen dengan ketentuan :

perundang— ndangan mengenal kepallltan

Pada Tangga.l

Dltetapkan d '.".';.,).;’;.’..‘;.7."..;;';’.’fv.";...”..v.f.»..’.;?l; o

Desa L iveesvereriiesaneasseniretesrraseseraons

chatatkan pada Lembaran Desa Nomor i R o
- Pada tanggal B S-SR LS S TP A

o



